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BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMORら  TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATITULUNGAGUNG NOMOR 41

TAHUN 2012 TENTANC PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN」A DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan dana Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Timur Tahun Angaran 2Ol3 serta pelaksanaan

program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau

mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum

dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului

penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2O13, oleh karena itu perlu diadakan Perubahan atas

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4l Tahun 2OI2 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O13 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (I*mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48aal;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4059);

1 I . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O 1 1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 9O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l
Tahun 2OOZ tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O7 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OOS tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16 Peraturan PemeHntah

lnfo.l..asi Keuangan

lndonesia Tahun 2005

1nonesia Nomor 4576);

Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Daerah (lrmbaran Negara Republik

Nomor 138, Lembaran Negara Republik

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}run 20O5 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s871 ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614).;
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

27.Peraturat Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84IPMK.O7 l2OO8

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20 IPMK.OT /2OO9;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2O12;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun

2OO6 tentang Sumber Pendapatan Desa (l,embaran Daerah

Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO6 Nomor O7 Seri D) ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2007

Nomor 03 Seri E);

33. Peraturan Daerah Kabupaten T\:lungagung Nomor l0 Tahun

2O08 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005 - 2025 (l,embaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2O08 Nomor 01 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 11 Tahun

2O08 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO9 - 2Ol3

(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O08

Nomor 02 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun

2OlO tentang Pajak Daerah Kabupaten 'tblungagung

(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol0

Nomor 01 Seri B);

36. Peraturan Daerah Kabupaten I\rlungagrrng Nomor 24 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten

T\:lungagung Tahun 2O12 Nomor 3 Seri A);

37. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 41 Tahun 2OL2 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2O12 Nomor 41)
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG

PEN」ABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupad Nomor 41 Tahun 2012 tentang

PenJabaran Anggaran Pendapatan dan BclanJa Daerah Tahun Anggaran 2013

(BeHta Daerah Tahun 2012 Nomor 41)diubah sebqttd beHkut:

l  Ketentuan Pasal l diubah sehingga berbunyl sebagal bcrikut:

Pasal l
ヘ

Anggaran Pcndapatan dan Bclania Dacrah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

1.  Pendapam

a.  Pendapatan    Rp    l10.502.917.775,25
Asll Dacrah

b.  Dana          Rp  l.008.123.906.512,60
PcHmbangan

c.  Lain-laln       RP    373.931.878.004,71
Pendapatan
Daerah  Yang
Sah

Jumlah Pendapetan Rp 1.492.55E.7O2.292,66

2.  Belanja

a.Belて uゴ a Tidak Langsung

l) BCl〔ula       Rp    966.148.421.169,56
Pegawal

2)Bel`遭可a Bunga Rp        55.000.000,00

3)Bel珂 a       Rp                O,00
Subsidi

4)Belania Hibah  Rp    35.847199.100,00

5) Belania       Rp     12.113.000.000,00
Bantuan
Soslal

6)Belatta  Ba」  Rp     5.592.627.578,00
Hasil
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7) Belanja Rp 46.595.288.468,00
Bantuan
Keuangan

8) Belanja Tidak Rp 3.5O0.OOO.0O0,OO
Terduga

Juatrah BetranJa Tldak Langsutr9............... Rp 1.O69.ES 1.536.3 I 5,56

b. Belanja l,angsung

1) Belanja Rp 46.763.158.850,00
Pegawai

2) Belanja Rp 223.803.731.613,00
Barang dan
Jasa

3) Belanja Modal Rp 225.180.642.689,00

Ju-'l,ah BelanJa Langauag Rp 495.747.673.152,(x,

Jumlah Belanja........ Rp 1.565.599.1G).467,56

Surplus/(Delisit) ............... Rp 173.O4O.4O7.175,OO)

3. Pembla5raal

a. Penerimaan Rp 92.524.587.450,00

b. Pengeluararr Rp 19.484.180.275,00

Jualah Pembieyaan l[etto........... Rp 73,()4O.4tUl.tZS,(X,

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp O,OO
berkenaan (SiLPA)

2. Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada angka I tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

3. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati

ini.

4. l,ampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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5. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\.rlungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggat .'l i ; *.1 2iJtJ

BUPATI TUT,UNCACUXC,/

″
HERU TJAHJONO

⌒

Diundangkan di Tulungagung
12 Pebruari 2013
DAERAH

NIP.195909191990031006

BeHta Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 6

」
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／

pada

Pembina Utama


